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Abstrak Topik ini menarik untuk dibahas karena pemerintah selaku
steward diharapkan memberikan informasi yang memadai kepada
masyarakat selaku principal terkait pelaksanaan internal control.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris determinan
internal control disclosure pada laporan keuangan pemerintah daerah di
Indonesia. Populasi yang diambil penelitian ini merupakan pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan
dengan metode purposive sampling dan menghasilkan 203 unit analisis.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi melalui
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik analisis yang digunakan
adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial
dengan alat analisis SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan human resource
quality berpengaruh positif terhadap internal control disclosure. Ukuran
pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap internal control
disclosure, sedangkan umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah
dan pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh.

Kata kunci: Internal Control Disclosure, Pendapatan Asli Daerah,
Pertumbuhan Ekonomi, Human Resource Quality.

Pendahuluan

Pengungkapan Pengendalian Internal (Internal Control Disclosure) pada
lingkup pemerintahan bertujuan untuk memberikan informasi kepada
masyarakat (principal) dalam menciptakan tata kelola yang baik. Kondisi
ini digambarkan dengan akuntabilitas dan transparansi melalui
pelaksanaan kegiatan pelaporan salah satunya dengan pelaksanaan
pengungkapan internal control. Pengungkapan internal control
merupakan cara untuk memberikan informasi yang dilakukan untuk
merefleksikan efisiensi, efektivitas, dan keberlangsungan internal control
dalam suatu organisasi (Leng & Ding, 2011). Setiap daerah perlu
melakukan pengungkapan internal control untuk mengetahui informasi
mengenai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan penerapan
internal control di setiap tahunnya.

Gambar 3. 4 Grafik Pengungkapan Internal Control pada Pemerintah Daerah di Indonesia
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Sumber: Observasi peneliti (2024)

Penelitian terkait pengungkapan internal control pada laporan keuangan
di pemerintah daerah belum ditemukan. Penelitian ini melakukan
observasi untuk mengetahui fenomena pengungkapan internal control
yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten/kota dengan item
pengungkapan didasarkan pada prinsip internal control menurut COSO
(2013). Kerangka COSO (2013) terdiri dari lima komponen yang meliputi
17 prinsip internal control yaitu lingkungan pengendalian (lima prinsip),
penilaian risiko (empat prinsip), kegiatan pengendalian (tiga prinsip),
informasi dan komunikasi (tiga prinsip), serta pemantauan (dua prinsip).
Besarnya pengungkapan diperoleh dengan variabel dummy yaitu 1 bagi
prinsip yang telah diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung
pada laporan keuangan dan O sebaliknya. Gambar 1.3 menunjukkan
pengungkapan internal control pada pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan analisis wilayah yang terdiri dari Sumatera; Jawa;
Kalimantan; Sulawesi; Bali, NTB, NTT; Maluku, Malut; dan Papua, Pabar.
Masing-masing persentase pengungkapan sebesar 56 persen, 53 persen,
55 persen, 58 persen, 61 persen, 54 persen, dan 57 persen. Sehingga
diperoleh hasil temuan bahwa rata-rata pengungkapan internal control
sebesar 57 persen dibawah penelitian Arisandi et al. (2022) dan
Priantaka & Dewayanto (2019). Pengungkapan tersebut tergolong
rendah mengingat pentingnya informasi internal control bagi
masyarakat.



Gambar 3. 5 Grafik Pengungkapan Internal Control berdasarkan Komponen COSO pada
Pemerintah Daerah di Indonesia
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Komponen internal control menurut COSO (2013) terdiri dari lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Hasil observasi pada Gambar 1.4
menunjukkan pengungkapan internal control berdasarkan komponen
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan memperoleh
persentase rendah. Masing-masing persentase komponen tersebut
sebesar 28 persen, 34 persen dan 50 persen, artinya pemerintah daerah
kurang mengungkapkan ketiga komponen internal control kepada
masyarakat. Sedangkan, komponen lain misalnya lingkungan
pengendalian, serta informasi dan komunikasi memperoleh persentase
masing-masing sebesar 83 persen dan 79 persen. Ketimpangan
persentase pengungkapan pada komponen internal control menandakan
minimnya pengungkapan internal control pada beberapa komponen.
Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan
belum sepenuhnya mencapai 100 persen sehingga pemerintah masih
perlu memperbaiki serta memperhatikan luasnya pengungkapan
internal control khususnya pada pemerintah daerah kabupaten atau kota

Rendahnya pengungkapan internal control pada pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021 menandakan bahwa
pemerintah dalam menyelesaikan tanggung jawabnya rendah. Fenomena



tersebut menyebabkan munculnya risiko kepercayaan masyarakat
(principal) terhadap pemerintah daerah (steward). Risiko kepercayaan
masyarakat ini menjadi salah satu urgensi dilakukannya penelitian ini
yaitu untuk mengetahui pemenuhan informasi terkait internal control
kepada publik. Penelitian ini menghadirkan kontribusi variabel
pertumbuhan ekonomi dan human resource quality sebagai kebaruan
penelitian. Pemilihan kedua variabel tersebut dikarenakan pengujian
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan human resource quality terhadap
pengungkapan internal control pada laporan keuangan di pemerintah
daerah belum ditemukan. Pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi
terhadap pengungkapan internal control telah dilakukan oleh penelitian
Hooghiemstra et al. (2015) pada 29 perusahaan di dunia dengan proksi
logaritma Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sedangkan
penelitian ini melakukan pengujian pada pemerintah daerah
kabupaten/kota di Indonesia dengan proksi pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun bersangkutan dengan tahun
sebelumnya atas harga konstan daerah.

Teori dan Pengambangan Hipotesis

Teori stewardship dijadikan sebagai kerangka dasar dalam menjelaskan
pengaruh setiap variabel independen terhadap dependen di objek
penelitian organisasi sektor publik pada penelitian ini. Teori stewardship
pertama kali dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan
situasi seorang manajer sebagai steward dapat bertanggung jawab serta
bertindak sesuai kepentingan principal. Upaya yang telah dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui
penyelesaian tanggung jawab serta pemenuhan keinginan masyarakat
sesuai dengan teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson &
Davis (1991) dan dikembangkan oleh Saidin & Ali (2023). Teori
stewardship beranggapan bahwa pemerintah sebagai steward bertindak
sesuai dengan kepentingan masyarakat selaku principal. Steward
mengupayakan untuk memenuhi kewajibannya dalam
mempertanggungjawabkan laporan keuangan pemerintah daerah
dengan melaksanakan dan mengungkapkan internal control. Besar



kecilnya tingkat pengungkapan internal control dapat dipengaruhi oleh
steward maupun principal.

Tujuan organisasi sektor publik adalah memberikan pelayanan dan
mensejahterakan publik serta memberikan pertanggungjawaban kepada
publik (Dinah & Darsono, 2023). Pendapatan asli daerah menjadi salah
satu pos pada laporan keuangan yang harus dipertanggungjawabkan
kepada publik karena menjadi sumber pembangunan daerah. Teori
stewardship menyatakan besar kecilnya pendapatan asli daerah mampu
mempengaruhi tingkat pengungkapan internal control. Pemerintah
daerah (steward) berupaya untuk memberikan pertanggungjawaban
terlaksananya internal control penerimaan daerah melalui pelaporan
keuangan dan pengungkapan internal control sehingga masyarakat
(principal) dapat memperoleh informasi yang memadai. Berdasarkan
uraian tersebut, dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh
positif terhadap pengungkapan internal control.

Hi: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Pendekatan stewardship mendorong pemerintah daerah (steward) untuk
bertindak dengan mengutamakan kepentingan masyarakat (principal)
(Pasoloran, 2001). Ukuran pemerintah daerah dengan sumber daya yang
besar mendorong pemerintah (steward) untuk mengelola dan
mengendalikan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya guna
meminimalisir terjadinya kecurangan (fraud) dan digunakan untuk
kepentingan masyarakat (principal). Pemerintah daerah yang besar
cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam
pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud dari
akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan
ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan
internal control.

H;: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Umur pemerintah daerah berkaitan erat dengan pengalaman
administrasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Pemerintah
daerah yang lebih tua mampu menyelesaikan proses administrasi lebih



unggul daripada pemerintah daerah yang lebih muda (Rofiq & Arza,
2021). Salah satu bentuk administrasi yang perlu diselesaikan oleh
pemerintah daerah adalah melakukan pengungkapan internal control.
Terpenuhinya proses administrasi oleh pemerintah (steward)
merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas kepada masyarakat
(principal) sesuai dengan teori stewardship. Berdasarkan uraian tersebut,
dapat disimpulkan umur pemerintah daerah berpengaruh positif
terhadap pengungkapan internal control.

Hz: Umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Teori stewardship beranggapan bahwa pemerintah akan berusaha
maksimal untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat (Herawati et al, 2016). Sesuai teori stewardship, pemerintah
(steward) harus tetap berupaya mencapai tujuan pemerintahan untuk
memenuhi keinginan masyarakat (principal). Luasnya rentang kendali
tidak dapat menggugurkan tanggung jawab dan kewajiban dalam
pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Salah satu tanggung jawab yang
perlu diselesaikan adalah pelaksanaan internal control dan pelaksanaan
pengungkapan internal control. Pemerintah dengan rentang kendali yang
luas perlu memperluas pengungkapan sebagai bentuk pemenuhan
informasi sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan
kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan
internal control.

His: Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Pemerintah daerah (steward) yang dipimpin oleh sumber daya manusia
unggul lebih mudah mencapai tujuan dan memenuhi kehendak
masyarakat (principal). Pemerintah (steward) perlu mengerahkan
kemampuan dan keahliannya untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas (Herawati et al, 2016). Salah satu cara untuk memperoleh
kemampuan dan keahlian yang cukup adalah dengan pendidikan yang
ditempuhnya. Kepala daerah (steward) yang memiliki pendidikan yang
semakin tinggi memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik untuk



menghasilkan informasi melalui pengungkapan internal control.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pendidikan kepala
daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan internal control.

Hs: Pendidikan kepala daerah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Pertumbuhan ekonomi yang pesat mampu mengindikasikan pemerintah
(steward) telah memenuhi kehendak masyarakat (principal) dengan
meningkatnya Kkesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Pertumbuhan ekonomi tinggi mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan
pengungkapan karena pemerintah cenderung memperhatikan kewajiban
untuk mematuhi regulasi yang ada (Hajrianti, 2022). Tingginya
pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan fokus pemerintah dalam
menyelesaikan tanggung jawab atas perwujudan akuntabilitas publik.
Salah satu upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pemerintahan
adalah dengan dilakukannya pengungkapan pengendalian internal pada
pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas
perwujudan akuntabilitas pemerintahan ini sejalan dengan teori
stewardship.  Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mampu
meningkatkan pengungkapan internal control pada pemerintah daerah.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi
berpengaruh positif terhadap pengungkapan internal control.

H¢: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control

Indeks pembangunan manusia yang tinggi menjadikan pemerintah
daerah termotivasi dalam memperluas pengungkapan informasi pada
laporan keuangan untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya (Utami &
Sulardi, 2019). Tingginya human resource quality suatu daerah
mencerminkan bahwa daerah tersebut didominasi dengan masyarakat
(principal) yang memiliki kuaitas hidup tinggi. Berdasarkan teori
stewardship, pemerintah selaku steward perlu bekerja sama dengan
masyarakat selaku principal dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Kerja sama masyarakat dengan pemerintah
dapat berupa pengawasan dan pemantauan atas pemenuhan tanggung
jawab pemerintah khususnya terkait pengungkapan internal control



sebagai bentuk akuntabilitas publik. Berdasarkan uraian tersebut, dapat
disimpulkan human resource quality berpengaruh positif terhadap
pengungkapan internal control.

H7: Human resource quality berpengaruh positif terhadap
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Metode

Populasi yang digunakan adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di
Indonesia sejumlah 514 pemerintah daerah yang telah menyajikan
laporan keuangan. Sampel yang memenuhi Kkriteria sebanyak 214
pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada proses pengolahan data
ditemukan sebanyak 11 data outlier yang kemudian dikecualikan dari
sampel penelitian. Total unit analisis yang sesuai kriteria sebanyak 203.
Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 yang berasal dari BPK-RI. Data
lain berasal dari Badan Pusat Statistik berupa Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yurniwati & Rizaldi (2015) yang
menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai
acuan ukuran analisis lingkungan pengendalian pemerintah. Unsur



internal control pada pemerintah daerah memiliki perbedaan dengan
perbankan maupun perusahaan. Unsur tersebut terdiri dari lima unsur
meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang
kemudian dijabarkan menjadi 25 sub unsur. Penelitian ini menjadikan
sub unsur internal control pada regulasi ini sebagai acuan item
pengungkapan.

Tabel 3. 6 Nilai Item Pengukuran Internal Control Disclosure

Dimensi Variabel Nilai

Regulasi terkait item internal control ~ Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Item ada dan telah dikomunikasikan ~ Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Item telah diterapkan sebagian besar  Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Evaluasi terkait item internal control ~ Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0
Pengembangan item internal control ~ Diungkapkan = 1, Sebaliknya = 0

Sumber: Modifikasi dari Perka No. 4 Tahun 2016

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berperan
mengawasi serta menemukan kekurangan ataupun kelemahan sistem
pengendalian intern menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah. Regulasi ini dimodifikasi dan dijadikan sebagai acuan
penentuan nilai serta bobot pengungkapan internal control pada
penelitian ini. Rincian nilai item pengungkapan internal control disajikan
pada Tabel 1. Setiap item pengungkapan akan memperoleh nilai
maksimum sebesar 5. Perbedaan item pengungkapan pada lingkup
pemerintahan dengan perusahaan menjadikan adanya perbedaan
pengukuran. Pemilihan pengukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan
pengungkapan internal control pada lingkup pemerintah daerah. Indeks
pengungkapan dalam penelitian ini dihitung dengan:

Internal Control Disclosure (ICD)

Skor pengungkapan
= Skor maksimum pengungkapan
Keterangan:
Skor pengungkapan = » (Item yang diungkapkan x

Nilai item pengungkapan (Tabel 1))



Skor maks pengungkapan = Total item pengungkapan x Nilai maks item
pengungkapan (Tabel 1)

Tabel 3. 7 Operasional Variabel

Variabel Singkatan Metode Referensi
pengukuran

Internal Pengungkapan internal | Kelima unsur | (Leng & Ding,
Control control (ICD) adalah | tersebut kemudian | 2011)
Disclosure suatu cara untuk | dijabarkan (Perka BPKP No
(Y) memberikan informasi | menjadi 25 item | 4 2016)

terkait efektivitas, | pengungkapan

efisiensi, dan | dengan bobot

keberlangsungan pengukuran

internal control dalam | masing-masing

suatu organisasi yang | sesuai dengan

terdiri dari lima unsur | Perka BPKP No. 4

yaitu lingkungan | Tahun 2016.

pengendalian, penilaian ICD =

risiko, kegiatan | Skor Pengungkapcd

pengendalian, informasi | Bobot Pengungkap

dan komunikasi, serta

pemantauan.
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah | PAD (Saputro &
Asli Daerah (PAD) adalah salah satu | = Ln (Realisasi PA| Mahmud, 2015)
(X1) pendapatan daerah (Simbolon &

yang diperoleh melalui Kurniawan,

pengelolaan dan 2018)

pemanfaatan  potensi

daerahnya.
Ukuran Ukuran pemerintahan | SIZE (Adiputra et al,
Pemerintah daerah (SIZE) | = Ln (Total Aset) | 2018) (Andesti &
Daerah merupakan suatu Agustin, 2022)
X2) variabel untuk

mengukur sumber daya

ekonomi yang dikuasai

atau  dimiliki  oleh

pemerintah daerah.
Umur Umur pemerintah AGE = (Rofig & Arza,
Pemerintah daerah (AGE) adalah | Tahun penelitian | 2021)
Daerah tahun terbentuknya | — Tahun perolehan
(X3) pemerintah daerah otonomi

sesuai peraturan




Variabel

Singkatan

Metode
pengukuran

Referensi

perundang-undangan
yang ditetapkan oleh
daerah bersangkutan.

Kompleksitas
Daerah
(X4)

Kompleksitas (COMPLX)
adalah tingkatan
diferensiasi yang dapat
menyebabkan  konflik
atau masalah dalam
rangka pencapaian
tujuan.

COMPLX =

Z Kecamatan

(Rahmiyatun et
al, 2018)
(Andesti &
Agustin, 2022)

Pendidikan
Kepala
Daerah
(X6)

Latar belakang
pendidikan (EDU)
merupakan salah satu
karakteristik yang
menjadi ukuran
kemampuan dan
pengalaman yang
dimiliki oleh suatu
individu.

Scoring
1=Pendidikan min.
S1

2 =
min. S2
3 =
min. S3

Pendidikan

Pendidikan

(Leng & Ding,
2011)

Pertumbuha
n Ekonomi
(X5)

Pertumbuhan ekonomi
(GROWTH)  diartikan
sebagai proses
perubahan kondisi
perekonomian  suatu
negara secara
berkesinambungan
menuju keadaan yang
lebih  baik  selama
periode tertentu.

GROWTH =
PDRBtl1—PDRBt

PDRBt—1
X 100%

(Hasyim, 2016)
(Andesti &
Agustin, 2022)

Human
Resource
Quality
(X7)

Sumber daya manusia
(HRQ) adalah
kemampuan dari daya
pikir dan daya fisik yang
dimiliki individu,
perilaku dan sifatnya

ditentukan oleh
keturunan dan
lingkungan, sedangkan
prestasi kerja
dimotivasi oleh
keinginan untuk
memenuhi
kepuasannya.

Human Resource
Quality

:Z IPM

(Choietal., 2013)
(Yaya & Suprobo,
2019)

Sumber: Data diolah (2024)




Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif dan analisis statistik
inferensial untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Selain itu,
dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis
dengan menggunakan alat analisis SPSS Versi 25. Analisis regresi linear
berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
berupa pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, umur
pemerintah daerah, kompleksitas daerah, pendidikan kepala daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan human resource quality terhadap variabel
dependen yaitu internal control disclosure. Tabel 2 menunjukkan
deskripsi dan metode pengukuran setiap variabel penelitian. persamaan
regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan di bawah ini.

ICD  =a+(1PAD + B2SIZE + B3AGE + B4COMPLX + B5EDU + B6GROWTH
+B7HRQ + ¢

Keterangan:
ICD = Internal Control Disclosure
o = Konstanta

= Koefisien Regresi
e = Standard Error
PAD = Pendapatan Asli Daerah
SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah
AGE = Umur Pemerintah Daerah
COMPLX = Kompleksitas Daerah
EDU = Pendidikan Kepala Daerah
GROWTH = Pertumbuhan Ekonomi
HRQ = Human Resource Quality
Hasil

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan
memberikan gambaran dari data penelitian yang dapat dilihat melalui
nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum untuk
setiap variabel. Tabel 3 menunjukkan hasil statistik deskriptif penelitian
ini.

Tabel 3. 8 Analisis Statistik Deskriptif



Variabel Obs Mean Min Ma
Internal Control Disclosure (Y) 203 0,51 0,45 0,5¢
Pendapatan Asli Daerah (X1) 203 25,21 22,30 28,
Ukuran Pemerintah Daerah (X2) 203 28,61 27,40 31,
Umur Pemerintah Daerah  (X3) 203 41,00 7,00 49-
Kompleksitas Daerah (X4) 203 14,46 2,00 51,
Pendidikan Kepala Daerah (X5) 203 2,14 1,00 3,0
Pertumbuhan Ekonomi (X6) 203 0,07 0,00 0,2
Human Resource Quality (X7) 203 68,46 32,84 85,

Sumber: Output SPSS 25, 2024

Analisis statistik inferensial pada penelitian ini terdiri dari uji asumsi
klasik dan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik atau uji
prasyarat yang harus terpenuhi pada penelitian ini adalah uji normalitas,
uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai asymp.sig
sebesar 0,200 lebih besar dari a = 0,05, berarti bahwa model regresi
memiliki data residual yang telah berdistribusi secara normal. Hasil uji
multikolinearitas dilihat dari nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF
kurang dari 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas
antara variabel independen. Sedangkan, hasil uji heteroskedastisitas
menggunakan uji park menunjukkan bahwa model regresi tidak
mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai sig lebih dari 0,05.

Tabel 3. 9 Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel Independen Koefisien t-hitung Sig

Konstanta 0,58968 10,81 0,00
Pendapatan Asli Daerah 0,01013 6,43 0,00
Ukuran Pemerintah Daerah -0,01463 -6,14 0,00
Umur Pemerintah Daerah 0,00002 0,87 0,39
Kompleksitas Daerah -0,00022 -1,58 0,12
Pendidikan Kepala Daerah -0,00105 -0,82 0,41
Pertumbuhan Ekonomi 0,06223 2,44 0,02
Human Resource Quality 0,00127 5,87 0,00




F-hitung 41,14

F-tabel 2,06
Sig. F 0,00
Adjusted R Square 0,58

Sumber: Data sekunder yang diolah (2024)

Tabel 4 menunjukkan hasil regresi linear berganda yang menunjukkan
nilai signifikansi F sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa
variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah
daerah, umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah, pendidikan
kepala daerah, pertumbuhan ekonomi, dan human resource quality
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen
yaitu pengungkapan internal control. Nilai adjusted r-square sebesar 0,58
atau 58 persen berarti bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 58 persen dan
sisanya sebesar 42 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model
penelitian ini.

Tabel 3. 10 Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hipotesis Hasil Keputusan
Hi: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif | Koefisien: Hi diterima
terhadap pengungkapan internal control pada | 0,01013

pemerintah daerah Sig: 0,00

Hz: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh | Koefisien: - | Hz ditolak
positif terhadap pengungkapan internal control | 0,01463

pada pemerintah daerah Sig: 0,00

Hs: Umur pemerintah daerah berpengaruh | Koefisien: H3 ditolak
positif terhadap pengungkapan internal control | 0,00002

pada pemerintah daerah Sig: 0,39

H4: Kompleksitas daerah berpengaruh positif | Koefisien: - | Hs ditolak
terhadap pengungkapan internal control pada | 0,00022

pemerintah daerah Sig: 0,12

Hs: Pendidikan kepala daerah berpengaruh | Koefisien: - | Hs ditolak
positif terhadap pengungkapan internal control | 0,00105

pada pemerintah daerah Sig: 0,41
He: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif | Koefisien: He diterima
terhadap pengungkapan internal control pada | 0,06223
pemerintah daerah Sig: 0,02
H7: Human resource quality berpengaruh positif | Koefisien: H7 diterima
terhadap pengungkapan internal control pada | 0,00127
pemerintah daerah Sig: 0,00




Sumber: Data diolah (2024)

Tabel 5 menunjukkan hanya tiga variabel independen yang berpengaruh
positif terhadap pengungkapan internal control yaitu pendapatan asli
daerah, pertumbuhan ekonomi, dan human resource quality. Sedangkan
variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan internal control. Variabel lain yaitu umur pemerintah
daerah, kompleksitas daerah, dan pendidikan kepala daerah tidak
mampu mempengaruhi pengungkapan internal control pada pemerintah
daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pendapatan asli
daerah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,01013. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Hubungan antara steward dan principal dibangun berdasarkan
kepercayaan sesuai sifat dasar manusia yang bertanggung jawab,
berintegrasi dan tidak merugikan orang lain. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
adalah pelaksanaan internal control atas pendapatan asli daerah.
Semakin besar pendapatan asli daerah mendorong pemerintah daerah
(steward) untuk memberikan pertanggungjawaban terlaksananya
internal control penerimaan daerah berupa pengungkapan internal
control sehingga masyarakat (principal) dapat memperoleh informasi
yang memadai atas pelaksanaan internal control khususnya pada
penerimaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putra et al.
(2023) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh
positif terhadap pengungkapan wajib pemerintah daerah. Selain itu,
penelitian Jaya & Sisdyani (2014) menunjukkan hasil pendapatan asli
daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi melalui
situs resmi pemerintah. Pendapatan asli daerah yang tinggi
mencerminkan pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan
secara kompleks pada laporan keuangannya.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel ukuran pemerintah
daerah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi



sebesar -0,01463. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Ukuran pemerintah daerah dengan sumber daya yang besar mendorong
pemerintah (steward) untuk mengelola dan mengendalikan sumber daya
tersebut dengan sebaik-baiknya guna meminimalisir terjadinya
kecurangan (fraud) dan digunakan untuk kepentingan masyarakat
(principal). Semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah
daerah maka memberikan kemudahan bagi pemerintah (steward) dalam
hal pemenuhan harapan masyarakat (principal). Pemerintah daerah yang
besar cenderung mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dalam
pelaporannya sebagai wujud dari akuntabilitas publik. Salah satu hal
yang perlu diungkapkan ialah pengendalian internal pemerintah daerah.
Namun, pemerintah daerah yang memiliki sumber daya yang semakin
besar cenderung fokus dalam pengelolaan dan pengendaliannya. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki
kekayaan yang besar tidak selalu memiliki pengungkapan internal control
yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Weli et al. (2020) bahwa ukuran memiliki pengaruh negatif terhadap
pengungkapan internal control.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel umur pemerintah
daerah sebesar 0,39 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,00002. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel umur
pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan internal
control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Pemerintah daerah dengan umur yang lebih lama tidak dapat
mempengaruhi besar kecilnya pengungkapan internal control. Umur
pemerintah daerah tidak dapat mencerminkan pengalaman yang dimiliki
oleh pemerintahan. Hal tersebut juga dikarenakan adanya reshuffle
pejabat pemerintahan sehingga dapat mempengaruhi pengalaman
pemerintah daerah tersebut. Reshuffle pejabat pemerintahan tersebut
juga sudah tertuang pada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020.
Pemerintah daerah cenderung melakukan pengungkapan yang bersifat
monoton. Pengungkapan yang monoton berarti bahwa pemerintah
dikatakan tidak memperbaiki pengungkapan dari pengalaman yang



sebelumnya. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Simbolon &
Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa umur pemerintah daerah
tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel kompleksitas
daerah sebesar 0,12 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar -0,00022. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
kompleksitas daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Semakin kompleks suatu daerah dapat menghambat keberhasilan untuk
mencapai tujuan dikarenakan semakin luas rentang kendalinya. Luasnya
rentang kendali tersebut cenderung mempersulit pemerintah dalam
mengambil keputusan khususnya dalam tata kelola pemerintahan.
Kompleksitas dilihat dari banyaknya kecamatan yang membangun
daerah tersebut. Banyaknya kecamatan di suatu daerah tidak dapat
mempengaruhi besar kecilnya pengungkapan internal control. Semakin
banyak kecamatan di suatu daerah belum dapat menggambarkan rentang
kendali pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan menurut UU No. 23
Tahun 2014 jumlah kecamatan dijadikan sebagai persyaratan dasar
pembentukan daerah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan cakupan
wilayahnya. Berdasarkan regulasi tersebut, pembentukan pemerintah
daerah kabupaten paling sedikit mencakup lima kecamatan, sedangkan
kota paling sedikit mencakup empat kecamatan. Hal tersebut juga berarti
bahwa, luasnya rentang kendali pemerintahan kurang tepat jika
diproksikan dengan jumlah kecamatan karena jumlah kecamatan hanya
mencerminkan cakupan wilayah suatu daerah dan tidak mencerminkan
kompleksitas daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Maulana &
Handayani (2015) yang menyatakan jumlah SKPD tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan wajib pada laporan keuangan.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pendidikan kepala
daerah sebesar 0,41 lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar -0,00105. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Pemerintah daerah yang memiliki pendidikan tinggi tidak selalu
melakukan pengungkapan internal control yang baik. Hal tersebut dapat



disebabkan karena berbagai faktor misalnya pendidikan yang tidak
sejalan dan tidak berkaitan dengan keuangan maupun manajemen risiko.
Pemerintah daerah yang berpendidikan tinggi tidak selalu memiliki
kompetensi mengenai pengungkapan internal control sehingga latar
belakang yang dimilikinya tidak dapat mempengaruhi besarnya tingkat
pengungkapan internal control. Menurut penelitian Saidin & Ali (2023),
Dewayanto et al. (2017), dan Stefany & Wijaya (2017), kompetensi
ekonomi dan akuntansi menjadi pendorong dalam penyusunan laporan
keuangan sehingga kualitas pengungkapan internal control semakin
tinggi. Kompetensi akuntansi mampu menggambarkan kemampuan
individu terkait pemahamannya terhadap laporan keuangan. Hal ini
dibuktikan secara empiris melalui data penelitian latar belakang
pendidikan ekonomi menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yaitu
sebesar 33 persen kepala daerah yang memiliki latar belakang
pendidikan ekonomi dan sisanya sebesar 67 persen memiliki latar
belakang pendidikan selain ekonomi.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,06223. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dinilai mampu mengindikasikan
pemerintah (steward) telah memenuhi kehendak masyarakat (principal)
dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
Terpenuhinya kesejahteraan masyarakat menyebabkan pemerintah
daerah lebih fokus dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Salah satu
upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah
dengan dilakukannya pengungkapan pengendalian internal pada
pemerintahan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas
perwujudan akuntabilitas pemerintahan ini sejalan dengan teori
stewardship. Aspek penting yang digunakan untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah dalam lingkup regional
adalah PDRB daerah tersebut (Majid, 2017). Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hooghiemstra et al. (2015) yang



menyatakan bahwa tingkat perkembangan ekonomi yang diproksikan
oleh PDB berpengaruh positif terhadap pengungkapan internal control.

Tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel human resource
quality sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,00127. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel
human resource quality berpengaruh positif terhadap pengungkapan
internal control pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Pemerintah selaku steward perlu bekerja sama dengan masyarakat
selaku principal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tingginya human resource quality suatu daerah mencerminkan bahwa
daerah tersebut didominasi dengan masyarakat (principal) yang
memiliki kualitas hidup tinggi. Kerja sama masyarakat dengan
pemerintah dapat berupa pengawasan dan pemantauan atas pemenuhan
tanggung jawab pemerintah khususnya terkait pengungkapan sebagai
bentuk akuntabilitas publik. Semakin tinggi pemenuhan tanggung jawab
pemerintah dalam mengungkapkan informasi sebagai bentuk
akuntabilitas pulik ini berarti bahwa pengungkapan internal control juga
tinggi. Penelitian Choi et al. (2013) menyatakan bahwa keberadaan
human resource sebagai personel internal control berpengaruh positif
terhadap remediasi atas internal control weaknesses yang telah
diungkapkan sebelumnya. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Ulyati et al. (2024) yang memperoleh hasil bahwa human
development berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
keberlanjutan pada pemerintah daerah di Indonesia.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan human resource quality berpengaruh positif
terhadap pengungkapan internal control. Namun, variabel ukuran
pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan internal
control, dan umur pemerintah daerah, kompleksitas daerah serta
pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh. Pendapatan asli daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan human resource quality semakin tinggi
mampu berpengaruh pada internal control disclosure yang tinggi pula.
Pendapatan asli daerah yang tinggi meningkatkan urgensi pelaksanaan



internal control, sehingga pemerintah juga perlu melakukan
pengungkapan informasi pelaksanaan tersebut kepada masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah
daerah telah melaksanakan tata kelola yang baik, salah satunya dengan
pelaksanaan internal control yang perlu ditindaklanjuti dengan
diadakannya pengungkapan. Sedangkan Tingginya human resource
quality mampu mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan
tanggung jawab, salah satunya dengan melaksanakan pengungkapan
internal control.

Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan asli daerah dan
pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan urgensi pelaksanaan dan
pengungkapan internal control. Pemerintah daerah perlu memastikan
komponen masyarakatnya memiliki human resource quality yang baik
sehingga memiliki kepedulian lebih terkait tanggung jawab pemerintah
khususnya pada pengungkapan internal control. Bagi penelitian
selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam terhadap
determinan mengenai pengungkapan internal control menggunakan
teori lainnya misalnya teori stakeholder sehingga mampu
menggambarkan determinan pengungkapan internal control dari
berbagai pihak pengguna laporan keuangan. Variabel independen yang
tidak berpengaruh signifikan yaitu umur pemerintah daerah dapat
digantikan dengan variabel lain misalnya masa jabatan kepala daerah,
pengukuran kompleksitas daerah dapat digantikan dengan besarnya
populasi, sedangkan variabel pendidikan kepala daerah dapat digantikan
dengan pengukuran latar belakang pendidikan ekonomi sehingga
mampu berpengaruh terhadap internal control disclosure.

Keterbatasan pada penelitian ini ialah proksi yang digunakan untuk
mengukur umur pemerintah daerah kurang mencerminkan pengalaman
suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya. Variabel pendidikan
kepala daerah juga belum mencerminkan kemampuan dan pengetahuan
kepala daerah terkait pengungkapan internal control. Data penelitian ini
hanya berasal dari satu tahun penelitian. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat menggunakan pengukuran yang lebih akurat untuk
variabel independen yang belum mampu berpengaruh terhadap
pengungkapan internal control.
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